WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BLITAR,

bahwa bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2017 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau dan ditindaklanjuti
dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89
Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2018, maka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran
2018 harus disesuaikan sesuai Program/ Kegiatan
yang telah ditetapkan.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107
Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, maka
perlu segera menyesuaikan alokasi anggaran pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Blitar Tahun Anggaran 2018.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 menyatakan program



Mengingat

dan kegiatan yang dibiayai dari pendapatan daerah
serta bersumber dari bantuan keuangan bersifat
khusus yang diterima setelah peraturan daerah
tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah
harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun 2018.

bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor
16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Belanja
pada APBD yang merupakan pedoman teknis dari
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah
diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21
Tahun 2011, bahwa pergeseran antar obyek belanja
dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang
berkenaan pada kegiatan yang sama dapat
dilakukansebelum Perubahan Perda APBD dengan
terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Blitar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4456);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, @Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
NegeriSipil(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 1II Blitar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan = Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 16)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



27.

28.

29.

30.

31.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  Walikota kepada  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



32.

33.

34.

35.

36.

37.

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5746);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomorl54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5740);



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota  Dewan = Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan Penilik.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 28 Tahun 2016 (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial



45.

46.

47.

48.

49.

50.
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(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 364, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



51.

52.

53.

54.

55.
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Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Darianggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan  Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas = Kesehatan  Tingkat  Pertama = Milik
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok
Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1500);



56.

57.

58.

59.

60.

61.
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus,
Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 825);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1081);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2017 tentang  Penyediaan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1966);
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Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2005 Nomor 1/A);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor
5/A);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
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Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan  Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor
6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah
DaerahKota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 15);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pergeseran Anggaran Belanja Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Blitar Tahun 2013 Nomor 16);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Blitar Tahun 2016 Nomor 48);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor
43);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2018
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 70).



Menetapkan
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MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2017

Tentang Penjabaran Anggaran

Anggaran 2018, diubah sebagai berikut:

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri

atas :

(1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

(2) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
S)
6)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/ Kabupaten/Kota
Pemerintah Desa dan

Partai Politik

Rp. 140.058.770.620,00
Rp. 624.444.120.975,00
Rp. 107.665.811.500,00
Rp. 872.168.703.095,00
Rp. 304.002.463.513,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 16.092.530.000,00
Rp.  5.977.600.000,00
Rp. 0,00
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7) Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota/ Pemerintahan Desa
dan Partai Politik

8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Surplus / (Defisit)

(3) Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Lebih Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 499.,999.960,00

Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 327.572.593.473,00

Rp. 14.136.545.300,00

Rp. 345.091.851.767,00

Rp. 202.976.282.003,00
Rp. 562.204.679.070,00
Rp. 889.777.272.543,00
Rp. (17.608.569.448,00)

Rp. 17.608.569.448,00

: Rp. 0,00

Rp. 17.608.569.448,00
Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan

Walikota ini

3. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan

Walikota ini

4. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran

Peraturan Walikota ini

5. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran

Peraturan Walikota ini

Pasal 2

I

IV

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Walikota ini dituangkan lebih

lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang — undangan yang

berlaku.
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Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Blitar.

Ditetapkan di  : Blitar

Pada tanggal : 20 Pebruari 2018

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008




